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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor PER.O5/MEN/I11/2005 tentang
Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga
kerja Indonesia di luar negeri;

. bahwa Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata

Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud
dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan
Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang Sanksi
Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia nomor 4445 );

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap

4.

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar
negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan
menerima upah.

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI
adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan
TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di
luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan
dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan
pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan
pemulangan dari negara tujuan.

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan
calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-
haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum,
selama, maupun sesudah bekerja.
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Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS
adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Pemerintah
untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing
pihak.

Surat lIzin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat
SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada
perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang
diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk
merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan
untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu
tertentu.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan
KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan
dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur
Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja
luar negeri.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB Il
KEWENANGAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 2

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah:

a.
b.

Menteri;
Dirjen.
Pasal 3

(1) Sanksi administratif terdiri dari:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
penempatan TKI, yang selanjutnya disebut skorsing;

c. pencabutan izin;
d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c, dikenakan kepada PPTKIS.
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(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan
huruf e, dikenakan kepada calon TKI/TKI.

BAB Il1
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 4

(1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis,
dalam hal PPTKIS:

a. tidak membentuk Perwakilan di negara TKI ditempatkan sesuai
ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;

b. tidak melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada
Perwakilan Rl di negara tujuan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;

c. tidak melaporkan kedatangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna
perseorangan kepada Perwakilan Rl di negara tujuan sesuai
ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;

d. tidak melaporkan kepulangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna
perseorangan kepada Perwakilan Rl di negara tujuan sesuai
ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal PPTKIS tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang
ditetapkan atau melakukan kesalahan lain di luar kesalahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen menjatuhkan skorsing.

(4) Bentuk Surat Peringatan Tertulis, menggunakan Format | sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Dirjen menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing, dalam hal
PPTKIS:

a. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau
sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak
mencukupi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004;

b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain
untuk melakukan perekrutan calon TKI sesuai ketentuan Pasal 33
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;

c. tidak menyampaikan secara lengkap dan benar informasi yang telah
mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di
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